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Pemkot Tidak
Pro Rakyat

PALU, MERCUSUAR - Rencana Pemerintah
Kota (Pemkot) Palu mengganti kendaraan
dinas Walikota dan Wakil Walikota, dari Toyota
Fortuner ke Toyota Alphard menuai sorotan
publik. Penggantian kendaraan dinas itu dinilai
sebagai pemborosan anggaran dan menjadi
kebijakan yang tidak pro rakyat.

Sejumlh kalangan di Kota Palu menganggap,
kendaraan dinas yang digunakan walikota dan
wakil walikota Palu saat ini, masih sangat layak
digunakan. Sehingga penggantian mobil dinas
itu, bukanlah hal yang prioritas dan mendesak.

Disarankan, alokasi anggaran APBD untuk

Baca PEMKOT di hal.11
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- PEMKOT

pengadaan mobil dinas (Mobnas) sebesar Rp2,4
miliar itu, dipergunakan dahulu untuk membiayai
- program-program yang bersentuhan langsung
dengan kepentingan serta kebutuhan hajat hidup
masyarakat Kota Palu.

Bisa dibayangkan, satu unit mobil- Toyona

Alphard, harganya saat ini mencapai Rp800 juta
lebih. Yang lebih parah, pembelian mobil Alphard
ini tidak hanya satun unit, melainkan dua unit
sekaligus, untuk Walikota Rusdy Mastura, dan
Wakil Walikota, Mulhanan Tombolotutu.

Berdasarkan catatan redaksi, mobnas untuk
Walikota adalah Toyota Alphard 2,4 G A/T seharga
Rp868.300.000,-. Sedangkan untuk Wakil Walikota
adalah Toyota Alphard 2,4 X A/T seharga
Rp757.900.000. Dua unit kendaraan dinas ini
sudah menyedot anggaran sebesar Rp1,5 miliar
lebih. Belum lagi ditambah dengan mobil dinas
untuk Sekretaris Kota dan dua Asisten
Pemkot. Total dana yang dikucurkan mencapai
Rp2,4 miliar lebih.

"Kami berharap agar rencana pengadaan

...........................................................................................................................................................................................

Mobnas dikaji ulang, jangan sampai ini hanya
merugikan daerah. Apalagi pengadaan Mobnas,
hanya dinikmati segelintir orang/pejabat. Jika
rakyat sudah sejahtera, nah boleh pejabat gonta-
ganti Mobnas tidak ada masalah," kata
Direktur Lembaga Pengembangan Studi Hak
Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulteng, Muslimun,
Minggu (11/3).

Parahnya lagi, pengadaan mobnas ini dilakukan
tanpa proses tender. Padahal dalam Perpres
nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang
dan jasa menegaskan bahwa proyek diatas Rp 200
juta harus dilakukan tender. Penunjukkan
Langsung (PL) untuk proyek diatas Rp 200 juta
baru bisa dilakukan apabila dalam keadaan darurat
atau pengadaan barang khusus, yang produksinya
hanya pada satu perusahaan.

PL lima Mobnas tersebut bergasarkan
pengumuman penunjukan langsung No:01/ULP-
PL II-Setda/2012. Lingkup pekerjaan pengadaan
kendaraan dinas/operasional pada sekretariat
daerah Kota Palu, dengan nilai total

sambungan dari hal. 1

Rp2 497.100.000 (APBD tahun anggaran 2012)."Ini
juga patut dipertanyakan. Setahu saya, setiap
pengadaan barang/jasa harus mengacu sesuai
Perpres 54 tahun 2010," ujar Muslimun.

Memang, menurut Mulimun, setiap pelaksanaan’
pengadaan PL dapat dlaksanakan tanpa batas
nilainya, asalkan persyaratannya terpenuhi. Baik
kondisinya maupun.urgensi pengadan barangnya.
"Nah untuk mobil dinas pejabat yang sudah ada,
tentu tidak masuk dalam kondisi darurat atau
mendesak," ujarnya.

Muslimun menambahkan, pihaknya juga
mempertanyakan kinerja anggota DPRD Kota Palu
yang meloloskan anggaran pengadaan mobnas
tersebut. Menurut dia, para wakil rakyat seha-

.rusnya, lebih bersikap kritis terhadap penggunaan

anggaran yang peruntukkannya tidak pro rakyat.

* "Anggota dewan di Kota Palu juga lemah. Masa
mereka meloloskan anggaran pengadaan mobil
tersebut. Ini malah disetujui, tanpa memper-
timbangkan asas kepentingan rakyat yang harus

didahulukan," ujamya. ury










